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Menimbang

Mengingat

SURAT KEPUTUSAN

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR: W23-A/238 /OT.01.3/1/2020
TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA NUSA TENGGARA TIMUR

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA NUSA TENGGARA TIMUR

1.

Bahwa dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2019 maka SK Tim
penanganan pengaduan perlu diperbaharui kembali untuk
menjamin pelaksanaan ketepatan waktu penyelesaian pengaduan
masyarakat yang merupakan bagian dari komitmen dalam -
melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Mahkamah
Agung RI dan lingkungan peradilan di bawahnya;

Bahwa Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Pengadilan
Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur dilaksanakan melalui Meja
Pengaduan;

Bahwa agar pelayanan Meja Pengaduan dapat terlaksana
dengan baik, perlu dibentuk Tim Penyelesaian Pengaduan
Masyarakat;

Bahwa dengan fterbithya Surat Keputusan ini maka Surat
Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara
Timur Nomor W23- A/269/0T.01.3//2019, tanggal 29 Januari
2019 dinyatakan tidak berlaku lagi.;

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan
Kehakiman;

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, perubahan kedua atas
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, tentang Mahkamah
Agung;

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
informasi publik;

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Rl Nomor
080/KMA/SKNVII1/2006 tentang pedoman pelaksanaan
pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan;

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang
Standar Layanan Informasi Publik;

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Rl Nomor
076/KMA/SKN/1/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan
Penangangan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan;

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor
1- 144/KMA/SK/1/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di
Pengadilan;



Menetapkan

Pertama

Kedua

10 Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama

Mahkamah Agung RI Nomor 0017/Dj.A/SK/VI 1/2011 Tentang
Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan
Agama;

MEMUTUSKAN

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA
NUSA TENGGARA TIMUR, TENTANG PENUNJUKAN TIM
PENANGANAN PENGADUAN PADA PENGADILAN TINGGI
AGAMA NUSA TENGGARA TIMUR.

Menunjuk Tim Penyelesaian Pengaduan Masyarakat pada
Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur dengan susunan
sebagaimana termuat dalam lampiran surat keputusan ini;

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan
apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan
perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya;

: Kupang
. 09 Januari 2020

F Drs. H. Ahsin Abdul Hamid, S.H.
NIP. 19570422 198503 1 004



LAMPIRAN : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur

Nomor : W23-A/238 /OT. 01.3/1/2020
Tanggal : 09 Januari 2020
NO JABATAN NAMA KETERANGAN
1 2 3 ' 4
Penanggung jawab
1 | Penyelesaian Pengaduan Drs.H. Ahsin Abdul Hamid., S.H Ketua
2 Pejabat Penanganan Drs. H. Abdullah, S.H., M.H Wakil Ketua
Penyelesaian Pengaduan
Petugas Penyelesaian Panitera Muda
3 | Pengaduan Dra. Hj. Aisyah Abdurajak., M.H Hukum
Ditetapkandi . Kupang
Pada T¢

Kety

ggal : 09 Januari 2020

Drs. H. Ahsin Abdul Hamid, S.H.
‘NIP. 19570422 198503 1 004




Menimbang

Mengingat

SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: W23-A/239/0T.01.3/1/2020
TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENYELESAIAN PENGADUAN
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA NUSA TENGGARA TIMUR

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA NUSA TENGGARA TIMUR

. 1. Bahwa dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2019 maka SK Tim
penyelesaian pengaduan perlu diperbaharui kembali
menjamin ketepatan waktu penyelesaian pengaduan masyarakat
yang efektif dan efisien yang merupakan bagian dari komitmen
dalam melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Mahkamah

Agung RI dan lingkungan peradilan di bawahnya;
2. Bahwa agar pelayanan penyelesaian Pengaduan

terlaksana dengan baik, perlu dibentuk Tim Penyelesaian

Pengaduan Masyarakat:

3. Bahwa dengan terbitnya Surat Keputusan ini maka Surat
Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara
Timur Nomor W23- A/267/0T.01.3/1/2019, tanggal 29 Januari

2019 dinyatakan tidak berlaku lagi.;

A 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan

Kehakiman;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, perubahan kedua atas
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, tentang Mahkamah

Agung;

3. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama
4, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik;

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

informasi publik;
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI

080/KMA/SK/VIII/2006 tentang pedoman pelaksanaan

pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan:

7. Peraturan Komisi Infformasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang

Standar Layanan Informasi Publik;
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI

076/KMA/SK/V1/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan
Penangangan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan;

9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI

1- 144/KMA/SK/1/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di

Pengadilan;



£

Menetapkan

Pertama

Kedua

10 Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama

Mahkamah Agung RI Nomor 0017/Dj.A/SK/VI 1/2011 Tentang
Pedoman Pelayanan Meja Informasi diLingkungan Peradilan
Agama;

MEMUTUSKAN

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA
NUSA TENGGARA TIMUR, TENTANG PENUNJUKAN TIM
PENYELESAIAN PENGADUAN PADA PENGADILAN TINGGI
AGAMA NUSA TENGGARA TIMUR.

Menunjuk Tim Penyelesaian Pengaduan Masyarakat pada
Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur dengan susunan
sebagaimana termuat dalam lampiran surat keputusan ini.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan
apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan
perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya;

i . Kupang
-» 09 Januari 2020

rs. H. Ahsin Abdul Hamid, S.H.
IP. 19570422 198503 1 004



LAMPIRAN

: Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur

Nomor : W23-A/239 /OT. 01.3/1/2020
Tanggal : 09 Januari 2020
NO JABATAN NAMA KETERANGAN
1 2 3 4
Penanggung jawab
1 | Penyelesaian Pengaduan Drs.H. Ahsin Abdul Hamid., S.H Ketua
2 Pejabat Penanganan Drs. H. Abdullah, S.H., M.-H Wakil Ketua
Penyelesaian Pengaduan
Petugas Penyelesaian Panitera Muda
3 | Pengaduan Dra. Hj. Aisyah Abdurajak., M.H Hukum

< Ditetapkandi  : Kupang

" Ketua”

/s’ PadaTamggal : 09 Januari 2020

"\ % Drs. H, Ahsin Abdul Hamid, S.H,
L. NIP, 19570422 198503 1 004
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Foto Petugas Pengaduan



KOTAK SARAN / PENGADUAN




CPAR (CORRECTIVE PREVENTIVE ACTION REQUEST)
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MEJA PETUGAS PENGADUAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA NUSA TENGGARA TIMUR




